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TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) ADE IRMA SURYANI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KABUPATEN MAJALENGHA

bahwa berdasarkan Surat Permohonan besera lamplirannya dar Saudarm Hendra Suatmi, S.Pd
tanggal 22 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan lxin Operasional dan berdasarkan
Rekomencasi Dinas Pendidikan Nomor 073/4762-Disdik tangaal 15 Desember 2021 Taman Kanak: -
Kanak (T} ADE IRMA SURYANI dinyatakan memenuhi syarat untuk memyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak {TK);

bahwa berdasarkan pertimbangan mlx[:ﬁimana huruf a dan sesumi dengan ketenhuan pasal 62
Undang-Undang  Momor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasions! dipandang periu
diterbatkan 1zin Penyelenogaman Pendidian Anak Osia Dini Taman Kanak - Kanak {TK) ADE IRMA
SURYANI vang ditetapkan dengan k n Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelsyanan
Terpadu Satuy Pintu Kabupaten Majalendgla.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 teniang Pembentukan Daersh-daarah Kabupaten dalam
I_![EEJ n Propsnsi Jawa Barat %Ea'na ra Republik Indonesia Tahun 1950} sebagaimana telsh
ditsnsh dn Lindang-Lindang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentusan Kabupaten Purwakasa
dan Kabupalen Suhang n mengubafh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembenlukan Daersh—Daerah paten daim Lingkungan Provinsi lawa Barat (Lembaran Negarse
FE{-:H:Euil:II:hk Inclonesia Tahun 1968 Komor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor

Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan NMasional (Lembaran Negas
:Ilzm-. Indonesia Tahun 2003 Homor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Namor
A4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana felah beberapa kall diubab terkhir dengan Unda ndang Momor 9 Tahun 2015
tentang Penibahan Kedua ARs Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Permerirtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Trdonesis Tehun 2015 Momer 58, Tambaban Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomar 5679%;

Feraturan Pemerninizh Momor 19 Tabwn 2005 fen Standar  Masional Pendidikan (Lembamn
Megarm Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerntah Momaor 19 Tabun 2005
Tentang Standar Masional Pendidikan {Lembaran Megara Republik Inchonesia Tahun 2013 Nomor 71
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintah Antama
Pemerimtah, Pemerintah Prowinsi dan Pemernintah Kabupaten/Kota (Lembaran Megarm R ik
Indonesia Tahun 2007 Nomer 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 termn%ﬂﬂrganisasi Perangkat Daerah {Lembaran
Megema 4%@& [ndonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia
Noemor X

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara
Re :E:M-'. Indonesia Tahun 2008 Homor 91 Tambahan Lembaran Negarm Raoubik Indonesis Nomaor
4Hd);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidisan
{Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia Tgﬁun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pererintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubanan Atas Permenitah Nomor 17
Tahun 2010 terdang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
[ndanesia tabun 2010 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menter Pendidikan Masional Republik Tndonesia Nomor 58 Tahun 2009 Terang Starsdar
Pendidikan Usia Dind;
Persturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Momee 81 Tahun 2013 Tenta

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berta Megara Republik Indonesia hun 2013 Nomar 877)
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11. Peraturan Daersh Kabupaten Majalengka Nomar 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di
Kabupaten Majalenaka {Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Momar 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ma‘{ale.ngl-'.a Momor 12 Tahun 2019 Tentana Perubahan atas Peraturan
Daerah Momor 14 Tahun 2016 ten@ng Pembentibkan dan Susuman Peranglat Dasmh Kabupaten

Majzlengka,
13, Peraturan Bupati Majalengka Nomar 2 Tahun 2018 tentang Polimpahan Kewenanagan Perzinan dan
ﬁlﬂr] ];%-ii:.i:'l”aﬂ pada Dinas Pepanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kabupaten
aja a.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usaia Dini Kepada:
Mama Taman Kanak- Kanak (TK] : ADE IRMA SURYANI
Alamat : Blok Sokajaya RT 001 RW 004 Dasa Cisoka
Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Dengan Kebentuan sebagal Berikut:

L. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sasuai dengan tujuan Pendldikan Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan vang berlaku;

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Sefiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majabengka;

4. Segala fasilitas dan kelengwkapan vang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDY btermasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung  jawab
Yavasan/Penvelengoara

Izin Sebagaimana dimaksud dalam dikbum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan
dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izn penvelenggaraan Taman Kanak-
kanak (TE) akan dicabut.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Homor 367 Tahun 2015 Tangal 15 September 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini Berdaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apebii di
kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 1 Majatengka
Pada tanggal : 77 Desember 2021

WIP. 19650513 196611 1 002

¥th. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



